MENTER! KESEMATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 1787/MENKES/PER/XI1/2010

TENTANG

IKLAN DAN PUBLIKASI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa masyarakat sebagai pengguna pelayanan
kesehatan perlu diberikan perlindungan dari informasi
berupa iklan dan publikasi pelayanan kesehatan yang
menyesatkan;

bahwa materi iklan dan publikasi pelayanan kesehatan
yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan
termasuk rumah sakit sebagaimana ketentuan Pasal 29
huruf I, huruf m, huruf n, dan Pasal 30 ayat (1) huruf g
Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit, dan
tenaga kesehatan harus bersifat informatif, edukatif, dan
bertanggung jawab;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur
Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan dengan
Peraturan Menteri Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1989 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5072);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737),

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VIIl/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IKLAN

DAN PUBLIKASI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Iklan Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan komunikasi persuasif atau
pengenalar/promosi tentang kebijakan, program, dan/atau pelayanan
kesehatan dalam bentuk gambar, suara, dan/atau tulisan dengan tujuan
menarik minat dan memudahkan masyarakat.

Publikasi Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan komunikasi melalui
penyebaran informasi dan/atau  pengumuman/pemyataan untuk
memperkenalkan/mempromosikan kebijakan dan/atau program
pembangunan kesehatan maupun jasa pelayanan kesehatan di berbagai
media.
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3. lklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat
tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan
oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang
bersangkutan.

4. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat termasuk swasta.

5. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

6. Pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan yang meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, kuratif
dan rehabilitatif.

7. Media adalah alat dan/atau sarana komunikasi massa yang meliputi media
cetak, media elektronik, maupun media luar ruang.

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.

BAB i
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi iklan dan publikasi pelayanan kesehatan
termasuk pelayanan kesehatan tradisional dan pengobatan komplementer-
alternatif.

BAB I
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan dapat menyelenggarakan iklan dan/atau
publikasi pelayanan kesehatan melalui media.

(2) Penyelenggaraan iklan dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus sesuai dengan etika iklan dan/atau publikasi yang diatur
dalam kode etik rumah sakit indonesia, kode etik masing-masing tenaga
kesehatan, kode etik pariwara, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 4

Fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan ikian dan/atau
publikasi harus memenuhi syarat meliputi:

a. memuat informasi dengan data dan/atau fakta yang akurat;
b. berbasis bukti;

c. informatif;

d. edukaitif, dan

e. bertanggung jawab.

lklan dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang
wajib mencantumkan nama dan alamat fasilitas pelayanan kesehatan
serta tanggal publikasi.

Pasal 5

lklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan apabila
bersifat:

a.

b.

menyerang dan/atau pamer yang bercita rasa buruk seperti merendahkan
kehormatan dan derajat profesi tenaga kesehatan;

memberikan informasi atau pemyataan yang tidak benar, palsu, bersifat
menipu dan menyesatkan;

memuat informasi yang menyiratkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan
tersebut dapat memperoleh keuntungan dari pelayanan kesehatan yang
tidak dapat dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan lainnya atau
menciptakan pengharapan yang tidak tepat dari pelayanan kesehatan
yang diberikan;

membandingkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan fasilitas
pelayanan kesehatan tersebut dengan fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya, atau mencela mutu pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya;

memuji diri secara berlebihan, termasuk pernyataan yang bersifat
superlatif dan menyiratkan kata “satu-satunya” atau yang bermakna sama
mengenai keunggulan, keunikan atau kecanggihan sehingga cenderung
bersifat menyesatkan;

memublikasikan metode, obat, alat dan/atau teknologi pelayanan
kesehatan baru atau non-konvensional yang belum diterima oleh
masyarakat kedokteran dan/atau kesehatan karena manfaat dan
keamanannya sesuai ketentuan masing-masing masih diragukan atau
belum terbukti;

mengiklankan pelayanan kesehatan darv/atau tenaga kesehatan yang
fasilitas pelayanan kesehatannya tidak berlokasi di negara Indonesia;

mengiklankan pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan

dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memiliki izin;
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mengiklankan obat, makanan suplemen, atau alat kesehatan yang tidak
memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar mutu dan keamanan;,

mengiklankan susu formula dan zat adiktif;

mengiklankan obat keras, psikotropika dan narkotika kecuali dalam
majalah atau forum ilmiah kedokteran;

memberi informasi kepada masyarakat dengan cara yang bersifat
mendorong penggunaan jasa tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan tersebut;

mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk apa pun termasuk
pemberian potongan harga (diskon), imbalan atas pelayanan kesehatan
dan/atau menggunakan metode penjualan multi-level marketing;

memberi testimoni dalam bentuk iklan atau publikasi di media massa; dan

menggunakan gelar akademis dan/atau sebutan profesi di bidang
kesehatan.

Pasal 6

Iklan dan/atau publikasi mengenai obat dalam pelayanan kesehatan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(N
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 7
Iklan pelayanan kesehatan dapat dilakukan di semua media.

Publikasi pelayanan kesehatan dapat dilakukan di semua media dalam
bentuk antara lain berita, banner, tulisan berjalan, artikel, atau features.

Pasal 8

Tenaga kesehatan dilarang mengiklankan atau menjadi model iklan obat,
alat kesehatan, perbekalan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan
kecuali dalam iklan layanan masyarakat.

Tenaga kesehatan dapat melakukan publikasi atas pelayanan kesehatan
dan penelitian kesehatan dalam majalah kesehatan atau forum ilmiah
untuk lingkungan profesi.

Pasal 9

Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
adalah iklan promosi kesehatan yang bertujuan untuk mengubah
masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) atau
mendukung program pemerintah dan tidak bersifat komersiil.

Program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. program pengentasan masalah kesehatan yang bersifat permanen di
daerah tertinggal, daerah perbatasan, kepulauan terluar, dan daerah
kurang diminati;

b. program pemberantasan penyakit,

c. program keluarga berencana,
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d. program promotif dan preventif saintifikasi jamu; dan/atau
e. program peduli kemanusiaan dan bencana.

iklan layanan masyarakat tidak boleh memperiihatkan merek dagang, alat
kesehatan, perbekalan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 10

lktan danfatau publikasi pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan melalui
internet, tidak boleh digunakan sebagai sarana konsultasi medis jarak jauh
(telemedicine).

M

(2)

3)

(4)
)

(6)

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan iklan dan/atau publikasi
pelayanan kesehatan, Menteri dapat membentuk Tim Penilaian dan
Pengawasan lklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan di lingkungan
Kementerian Kesehatan.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian

dan pengawasan atas materi iklan dan/atau publikasi pelayanan

kesehatan sebelum dan setelah ditayangkan.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim

berwenang untuk:

a. memberi konsultasi atas materi iklan dan/atau publikasi pelayanan
kesehatan yang akan ditayangkan.

b. menerima, menelaah, dan memeriksa laporan pengaduan dari
masyarakat mengenai iklan dan publikasi pelayanan kesehatan;

¢. memanggil dan meminta keterangan saksi dan/atau pelapor;

d. memeriksa dokumen, bukti informasi, dan teknologi atau bukti-bukti
lainnya;

e. merujuk tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan
yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan ini ke Majelis
Kehormatan Etik Profesi, Majelis Disiplin Profesi, dan/atau Majelis
Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia; dan

f. memberi rekomendasi kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk
untuk mengambil tindakan administratif.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil penilaian dan

pengawasan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari keqa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan susunan kear)ggotaan

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
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Pasal 12

Pelaksanaan penilaian dan pengawasan iklan dan publikasi pelayanan
kesehatan di daerah dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan di tingkat provinsi.

Dalam rangka penilaian dan pengawasan iklan dan publikasi pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas dapat
berkonsultasi dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian dan pengawasan
iklan dan publikasi pelayanan kesehatan di daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan
di tingkat provinsi.

Pasal 13

Penilaian dan pengawasan iklan dan/atau publikasi obat dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Pasal 14

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal
12, Menteri dan/atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan di tingkat provinsi, dapat
memerintahkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga
kesehatan untuk mengubah, menarik, menghilangkan atau menghentikan
iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan
Peraturan ini dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tidak
mengubah, menarik, menghilangkan, dan/atau menghentikan iklan
dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan/atau
kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam
bidang kesehatan di tingkat provinsi, dapat mengambil tindakan
administratif. '

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

berupa:

a. pencabutan surat izin operasional/surat izin praktik/surat izin
kerja/surat izin profesi untuk sementara waktu paling lama 1 (satu)
tahun; dan

b. pencabutan surat izin operasional/surat izin praktik/surat izin
kerja/surat izin profesi untuk selamanya.

Selain tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar

dapat dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Etik

Profesi, Majelis Disiplin Profesi, danfatau Majelis Kehormatan Etik Rumah

Sakit Indonesia.
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Pasal 15

Dalam mengambil tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri
dan kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam
bidang kesehatan di tingkat provinsi dapat melibatkan organisasi profesi terkait
sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2010

MENTERI KESEHATAN,
ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2010

MENTER!I HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 673



